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S A L I N A N P U T U S A N

Nomor   0220/Pdt.G/2014/PA.Tlb

بسم لله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan perkara Cerai Gugat antara:

FULANA Binti FULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  

Ibu Rumah tangga, sebagai  Penggugat; 

melawan

FULAN Bin FULAN, umur 32 tahun, agama  Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Tani, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  02 Juni 2014 telah 

mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Tulang Bawang dengan Nomor  0220/Pdt.G/2014/PA.Tlb, tanggal  02 Juni 

2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

 1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Penggugat dan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, 

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah nomor  77/07/III/2004 Tanggal 

21 Mei 2014;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya 

suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

2.1 FULAN Bin FULAN, umur 10 tahun;

2.2 FULAN Bin FULAN, umur 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;-

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal 

bersama di rumah bersama setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

damai akan tetapi sejak awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

oleh :

a. Tergugat tidak bertanggungjawab ekonomi rumah tangga;

b. Tergugat sering marah-marah dan pernah memukul Penggugat saat 

bertengkar;

6. Bahwa pada awal tahun 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan 

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di orang tua 

Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat, sampai dengan 

saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
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7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah 

berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa 

tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, 

dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (FULAN Bin FULAN) 

terhadap Penggugat (FULANA Binti FULAN).

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang  berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 
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panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 

alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Penawartama Nomor 77/07/III/2004 Tanggal 21 Mei 2014, 

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1.  FULAN Bin FULAN,  umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

• Bahwa, saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan mengenal 

Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

• Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada November 2011 dan 

saksi turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;

• Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

orang anak;
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• Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah bersama yang letaknya 

berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat;

• Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun lalu mulai sering 

terjadi pertengkaran;

• Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi 

Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

• Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun lalu dan 

Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya 

masing-masing;

• Bahwa, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena 

Tergugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Penggugat;

• Bahwa, saksi selaku kakak kandung Penggugat tidak sanggup lagi 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan 

Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

2.  FULAN Bin FULAN,  umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

• Bahwa, saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dengan 

jarak rumah ± 500 meter;
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• Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2011dan 

saksi juga turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;

• Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

orang anak;

• Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah sendiri yang letaknya di 

kampung yang sama;

• Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun lalu mulai sering 

terjadi pertengkaran;

• Bahwa, saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah 

bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat saat ini 

juga telah meninggalkan Penggugat;

• Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun lalu dan 

Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing tinggal di rumah 

orang tuanya sendiri;

• Bahwa, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena 

Tergugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Penggugat;
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• Bahwa, saksi tetangga Penggugat tidak sanggup merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat 

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya 

mohon dikabulkan; 

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, 

akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukan 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg 

dan dalil syar'i yang berbunyi: 

ومن دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia 

tidak menuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”
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Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat 

(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat 

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi 

adalah sebagai lex specialist dari aturan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 

22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 

sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 

sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang 

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, 

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

pada 11 November 2003;

2. Bahwa, sejak 2012 rumah tangga  Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi 

rumah tangga yaitu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2012 

lalu atau telah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum 

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah 

tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia 

seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran 

Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974)  dan  atau  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah 
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dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dilanjutkan akan 

menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka harus 

dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan 

yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun lalu 

sampai dengan sekarang dan tidak dapat dirukunkan serta tidak dapat 

dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan 

menimbulkan kemadlaratan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi 

pendapat majelis, yang berbunyi:

فاءذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترافالزوج وكان الاءيذاء 

مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح 

بينهما طلقها طلقة بائنة 

Artinya: “Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan 

oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim 

berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan 

keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain";

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 diambil 

alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi: 
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إن سببه الحاجة إلىالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم 

إقامة حدودالله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah 

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi 

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri 

yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan 

hukum Allah.

3. Kaidah fikih dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil menjadi pendapat 

Majelis;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada 

mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan 

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 

huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 

huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai jatuhnya talak ba'in 

sughra Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang 

diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya 

dicantumkan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FULAN Bin FULAN) terhadap 

Penggugat (FULANA Binti FULAN);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim 

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji dan 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar 

Tama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis yang dilangsungkan 

pada hari  Kamis tanggal  26 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal  28 Sya'ban 

1435 H oleh kami  Zikri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H.,M.H. dan  

Mukhrom, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Sunlina Baiti, 
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S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  tanpa hadirnya 

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Zikri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mukhrom, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Sunlina Baiti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp       30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp     800.000,-
3. Biaya Proses : Rp       50.000
4. Biaya Redaksi : Rp         5.000,-
5. Biaya Materai : Rp         6.000,-

Jumlah  : Rp     891.000,-

        Salinan putusan ini

Sesuai dengan aslinya

Menggala, 26 Juni  2014

Panitera,
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SULAIMAN MARZUKI,S.H
Catatan:
Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 16 Juni   2014
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